ABSTRAK
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Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Kesehatan (studi kasus di
kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kota Cilegon).

Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia akan memasuki era baru mulai 1
Januari 2014, pemerintah Indonesia melalui kementerian kesehatan mengoperasikan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS
(Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial). Negara berkewajiban  untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan diharapkan dengan
penerapan jaminan sosial untuk semua, secara bertahap akan mencapai apa yang
dicita-citakan para pendiri republik ini, yakni negara kesejahteraan (wel-fare state).

Berdasarkan latar di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1) Bagaimana mekanisme pengelolaan dana asuransi BPJS kesehatan di kota Cilegon
? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi BPJS
kesehatan di kota Cilegon ?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan
dana asuransi BPJS kesehatan di kota Cilegon. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum
Islam terhadap mekanisme pengelolaan dana asuransi BPJS kesehatan di kota
Cilegon.

Metode yang digunakan, adalah metode pendekatan sosiologis empiris yaitu
menentukan lokasi penelitian di kantor asuransi kesehatan “BPJS” (badan
penyelenggara jaminan sosial) di kota Cilegon. Pengumpulan data penulis peroleh
dengan metode observasi untuk memperoleh data melalui pengamatan secara
langsung ke lokasi penelitian melakukan wawancara untuk memperoleh informasi
secara lisan dari pihak BPJS kesehatan dalam hal ini adalah direktur/pimpinan beserta
stafnya yang dianggap dapat memberi penjelasan guna menyempurnakan data yang
dibutuhkan. Penulis menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber data tersebut
dipelajari dan ditelaah, dengan menggunakan metode Induktif, yaitu berangkat dari
kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang
umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam mekanisme
pengelolaan dana badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan tidak sesuai dengan
ketentuan syariat Islam atau dilarang oleh syara’, karena didalamnya terdapat unsur
gharar dana yang dikumpulkan dari masyarakat, tidak diketahui akan diinvestasikan
kemana, dan hal ini menyebabkan uang itu bisa diinvestasikan ke mana saja. Dan riba
didapat BPJS Kesehatan dengan menarik bunga sebagai denda atas keterlambatan
pembayaran. Selain itu, uang yang dikumpulkan itu didepositkan di bank
konvensional sehingga mengandung riba.



